Jakarta, 16 Desember 1983

Nomor : S-220/K/1983
Lampiran : -
Perihal . Cara penyampaian berkas BPKP

hasil pemeriksaan yang diduga
mengandung kasus pidana.

KepadaY th.

Sdr. Para Kepala Perwakilan
BPKP

di —

SELURUH INDONESIA

Menegaskan instruks lisan kami yang mendasarkan kepada hasil pembicaraan

dengan Bapak Jaksa Agung tangga 30 Agustus 1983 yang lau, bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagal berikut :

1.

2.

Perlu adanya keseragaman dalam penindakan terhadap kasus-kasus tindak pidana

korups di seluruh Indonesia

Untuk itu semua kasus-kasus temuan hasil pemerikssan BPKP yang diduga

mengandung unsur tindak pidana korupsi, akan dibahas bersama antara BPKP dengan

Kegaksaan Agung.

Karena itu semua temuan hasil pemeriksaan BPKP yang diduga mengandung unsur

tindak pidana ko- rups agar dilaporkan secara khusus dan Iaporannya ditujukan dan

dialamatkan kepada Kepala BPKP.

Perwakilan BPKP akan diberitahu kasus-kasus yang telah dibahas dengan Keaksaan

Agung, dan karena nya perlu menyigokan bahan-bahan/hasil laporan yang

bersangkutan yang mungkin akan diminta oleh Kegaksaan Tinggi/Keaksaan Negeri

setempat.

Ddam penyidikan kasus-kasus tersebut di atas ada kemungkinan Kejaksaan

Tinggi/Kegjaksaan  Negeri akan  meminta  bantuan  tenaga  pemeriksa

(Akuntan/Inspektur dan sebagainya).

Apabila hal ini terjadi Perwakilan BPKP diminta untuk membantu sepenuhnya. Perlu

dipelgari kasus yang akan dibantu dengan keahlian tenaga BPKP agar dapat

dijelaskan dengan tepat kepada Kegaksaan Tinggi/Keaksaan Negeri bantuan yang
secara optimal dapat diberikan dalam kasus yang bersangkutan.

Ada kemungkinan dalam penyidikan kasus-kasus di luar yang tersebut titik 4,

Kegaksaan Tinggi/Kegaksaan Negeri memerlukan datallaporan yang mengenai kasus-

kasus tersebut.

Ddam hd ini kami berikan petunjuk sebagai berikut :

a. Apabila data/laporan yang diminta mengena data/laporan yang bersangkutan
dengan kasus/ temuan dalam titik 3, maka data/laporan tersebut dapat diberikan
setelah Saudara mendapat pemberitahuan seperti dimaksudkan dalam titik 4.

b. Apabila data/laporan yang diminta mengena data/laporan yang masih dalam
proses pemeriksaan Perwakilan BPKP, mash dalam proses penyusunan laporan,
atau telah disampaikan ke BPKP Pusat, maka data/laporan tersebut dapat
diberikan setelah Saudara menerima pemberitahuan persetujuan dari kami.

c. Kgaksaan Tinggi/Kgaksaan Negeri hendaknya diminta  mengajukan
permjntaannya kepada kami melalui Kegjaksaan Agung.

d. Penyerahan data/laporan Kepada Kegaksaan Tinggi/Keaksaan Negeri dilakukan
secararesmi (tertulis).

Data/laporan dan bantuan tenaga yang diberikan kepada Kejaksaan Tinggi/K gaksaan

Negeri supaya dilaporkan kepada kami dengan menyebutkan data/nomor dan tanggal

laporan yang diserahkan, jumlah dan kualifikas tenaga yang diperbantukan, dan

penj elasan-penjelasan lain yang dianggap perlu.

Perlu kami kemukakan bahwa apabila kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan

secara khusus kepada kami merupakan bagian dari temuan suatu pemeriksaan maka



kasus itu tetap harus dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang ber.
sangkutan dengan diberi ungkapan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan tersendiri.

Demikian untuk menjadikan perhatian.
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Tembusan Yth. :
1. Bapak Jaksa Agung;
2. ParaDeputi dalam lingkungan BPKP .



